PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA

DINAS PENDIDIKAN

Alamat : EH. Abdul Halim Mo, 233 Telp/Fax. (02333 281097
Mlopafenghka 45418

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAJALENGKA

NOMOR "/ TAHUN 2018
ENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KELOMPOK BERMAIN (KB) AL-MUFTI
DESA SUKAMUKTI KECAMATAN CIKIJING KAEUPATEN MAJALENGHA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAJALENGKA

Menimbang : & bzhws memperhalikan surat Penyalenggara  Kelompok  Bermain  (KEB)
AL-MUFT! Desa Sukamukii Kecamatan Cikijing Kabupaten Mzjalengka Namor
A NG AMIANE tanggal 23 Januan 2018 panhal  Permohonan
Parpanjangan lzin Cperasicnal PAUD, sural Rskomendasi Kepala UPTD
Pendidikan Kacamatzn Cikijing Mamar 4200010-UPTD Pend tanggal 26 Januarn
2018 dan berdasarkan hasil verfikasi yang dilaksanakan oleh Tim Verifikasi
Penyelenggaraan Pendidikan Angk Usiz Dini [PAUD} Dinas Pendidikan
Kehupaten Majalangka

b. bahwa berdasar<an pada partimbangan hurup a dan sesuai dangan ketantuan
Pasal 52 Undang-Undang Momor 20 Tahun 2003 teniang Sisiem Pendidikan
Nasional, dipandang perlu diterbitkan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak
Usia Dini (PALD) Helompak Bammain (KB} AL-MUFTI Desz Sukamukli
Kecamatan Cikijing iKabupaten Majalengka vang ditatapkan dengan Keputusan
Kapala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka.

Meangingat » 1. Undang-Undang Momar €2 Tahun 1950 {entang Pembentskan Dasrah-Daerah
Kaoupatzn Dalam Lingkungzn Provinsi Jawas Baret (Berla Megara Republik
Indonesia Tahun 1850), sebagaimana telah divbah dzngan Undang-Undang
Mamor 4 Tahun 1868 fentang Pembentukan Kabupaien Purwakara dan
Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Momor 14 Tahun 1950
tentang Pambantukan Dasarah-Caerah Kabupalen Dalam Lingkungan Pravinsi
Jawa Barat (Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 1968 Momar 31,
Tambahan Lembaran Megara Republik Indanesia Nomor 28517,

2. Undang-undang Momor 20 Tzhun 2003 Tenfang Sistem Pendidikan Masional
(Lembaran Megarz Republk Indonesia Tahun 2003 Momor 78, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301}

3, Undang-Undang Momor 23 Tahun 2014 tenfang Pemerintzhan Daerah
(Lembaran Manara Hepublik Indonesia Tahun 2014 Moemar 157, Tambzhan
Lembaran Negara Republit Indonesia Nomor 4583}, sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Momor 8 Tahun 2015 tentang
Perubahan ¥edua atzs Undang-Undang Momor 23 Tahun 2014 tentzng
Famerintah Daarah {Lambaran Megara Republik Indonesia Tahun 2015 Momor
ER Tambshan | ambsean Masass Beniihbfik Indonacia Mamae 56749




PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA

DINAS PENDIDIKAN

Alamat @ KH. Abdul Helim Mo, 233 Telp/Fax. (0233) 281097
Majalengka 45418

REPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAJALENGEA
HNOMOR 7 TAHUN 2018
ENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KELOMPOK BERMAIN (KB} AL-MUFTI
DESA SUKAMUKTI KECAMATAN CIKIJING KABUPATEN MAJALENGKA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAJALENGHKA

Menimbang

iy

bahwa memperhatikan  surat  Penyelenggars  Kelompok  Bemain  (KEB)
AL-MUFT! Desa Sukamukli Kecamalan Cikiiing Kabupaten Majalengka Nomor
AN ZEDANMIZMNEG tanggal 23 Janwan 2018 perhal  Parmohanan
Perpanjengan lzin Operzsional PAUD, sural Rskomendasi Hepala UPTD
Pendidikan Kacamatan Cikijing Mamar 4200010-UPTD Pend tanggal 28 Januan
2018 dan berdasarkan hasil verfikasi yang dilaksanakan oleh Tim Verifikasi
Penyelengoaraan Pendidikan Anak Usiz Dini (PAUD) Dinas Pendidikan
Kebupaten Majalangka.

b. bahwa berdasarkan pada perdimbangan hurup & dan sesuai dengan ketantuan
Pasal 52 Undang-Undang Momor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Masional, ciparndang perlu diterbilkan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak
Usia Dini (PALUD} Helompok Barmain (KB} AL-MUFTI Desa Sukamukti
Kecamatan Cikijing Kabupaten Majalengka vang ditetzpkan dengan Keputusan
Fepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka.

Mangingat = 1. Undang-Undang Mamar 14 Tahun 1950 lentang Pembeniskan Dasrah-Dagrah
Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berta Meqgara Republik
Indonesia Tahun 1850), sebagaimana telzh divbah dengan Undang-Undang
Mamor 4 Tahen 1968 fentang Pembentukan Kabupsien Purwakara dan
Kabupaten Subang dengan mengubzah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950
tentang Pembentukan Dasrah-Caerah Kabupalen Dalam Lingkungan Pravins
Jawa Baral (Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 1988 Momor 31,
Tambahan Lembaran Megara Republik Indanesia Nomor 2851);

2. Undang-undang Momor 20 Tzhun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Masional
(Lambaran Megarz Rspublk Indonesia Tahun 2003 Momor 78, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)

3, Undang-Undang Momor 23 Tahun 2014 tenfang Pemerintzhan Daerah
{Lembaran Manara Bepublik Indonesia Tahun 2014 Moemar 157, Tambzhan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4583}, sebagaimana telah divbah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Momor 8 Tahun 2015 tantang
Perubahan ¥eduz ates Undang-Undang Momar 23 Tahun 2014 tentzng
Famerintah Daarah {Lambaran Megara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
ER Tambehan | ambzeen Masass Benibbik Indonacia Mamaoe 56749)
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Farawran Pemarntah Nomor 18 Tahun 2005 tentang Slandar Masional
Pandidikan {Lembaran MNegara Republk Indonesia Tahon 2005 Maornor
41, Tambahan  Lembaran  Megara Republix  Indonesia  Momor  44886)
sebagaimana telah divbah beberapa kali ferakhir dengan Peraturan Pemariniah
Mamor 13 Tahun 2013 tentang Perubzhan Redua stas Peraturan Pemeriniah
Marrar 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara
Rapublik Indonesia Tahun 2015 Momor 45, Tambahan Lembaran Megars
Rapublik Indonesia Mamar 5670,

Peraturan Pemadniah Momar 38 Tzhen 2007 Tentang Pembagian Urusan
Femanniah antarz Pamesintah, Pemerntah Daarah Provinsi dan Pemerintah
Kabupaten/Kotz  {Lembaran  MNegara  Bspublik  Indonesia  Tahun 2007
Momor 82, Tambahan Lembaran Megara Republik Indonesia Momar 4737);

Paraturan Pamariniah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkal
Daeran [Lembaran Megarz Republik Indonssia Tahun 2007 Momar 83
Tambshan Lembaran Megare Republik Indonesia Momar 4750);

Peraturan Pamerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan
{Lembaran MNegara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Magara Republik Indonesia Nomor 4854);

Pergluran Pemarintzh Momor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolzan  dan
Penyelerggarazn Pendidizan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomar 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomar 5108}
sebagaimana felah diubah dengan Perzluran Pemerintah Momaor 86 Tahun
010 tentang Parubzhan atas Peraturan Pemeriniah Momor 17 Tahun 2010
lenlang Pengslalaan dan Penyalenggaragn Pendidikan (Lembzran Megara
Republik Indanesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik indonesia Nomar 5157):

Peraturan Mentar Pandidikan Masional Republik Indanesia Momor S8 Tahun
2009 Tentang Slandar Pendidikan Anak Usia Dini;

Feraturan Mantar Pendidikan dan Xebudayaan Republik Indonesia Momor 81
Tahun 2073 Tenlang Pendifizn Sstuan Pendidikan Nenformal (Berita Megara
Republik Indonesia Tzhun 2013 Momor B77); sebagaimana telah divbah dengan
Peraluran Manter Pendidixan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84
Tahun 2014 feniang Pendinan Saluan Pendidikan Anak Usig Dini (Benta
Neanara Republik Indonasia Tahun 2014 Momaor 1279)

Peraturan Deerah “abupaten Majalengka Neomor 2 Tahun 2008 Teniang
Urusan Pemsarniah  Dasrah Habupslen  Majalengka (Lembaran  Daarah
Fabupaten Majalengka Tahun 2008 Momor 2, Tambahan Lembaran Dasrah
Momor 1);

Peraiuran Dasrah Kabupatan Majalengka Nomor B Tahun 2011 lentang
Perubzhan Ates Peraluran Daerah Kabupaten Majalengka Momor 10 Tahun
2009 tantang Organisasi Perangkal Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran
Daerah #abupaien Majalengka Tahun 2011 MNomor 8) sebagaimana telah
divbah dangan Peraluran Daasah Kabupaten Majalencka Nomor 14 Tahun
2016 tentang Pembeniukan dan Susunan Perangkat Dasrah Kabupaten
Majalengka;



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

Tembusan ;

Lo DaD P —

Yth. Bupaii Majalengka,
ih, Diraklur Pembingan PAUD Ditien PALD dad DIKMAS Kemendikbud di Jakarta,
Yih Kepsla Dinas Pendidivan Provinsi Jawa Barat di Bandung;

Yin, Wepala UPTD Pandidizan Kecamaten Cikifing di Cikijing,

MEMUTUSKAN

Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dimi (PAUD) Kelompok
Bermain (KB) AL-MUFT] Dasa Sukamukdi Kecamaian Cikijing Kabupalen Majalengha
haiglangka dengan kelantuan sebagai berkut ;

&

| Mantaati Peraturan Perurdang-Undangan yang berlaki;

2. Dalem hal melaksanakan proses Kegiatan Belajar Mengajar dan Kurkulum yang
digunakan mengikuti palunjuk dan Peraturan yang beriaku;

3 Penyelenggara  berrewaiban  menyampaikan  laporan  feriulis mengenai
parkembangan lembags sefiap bulan kepada Kepala Dinas  Pandidikan
Kabupaten Majziengka;

4 Sogala fasiites dan kelengkzpan yang menjedi syarat’ketancaran berdininya
Lembaga Pandidikan Anak Usian Dini (PAUD) termaksud Tenags Pendidik
menjadi ianggungjawab Yayasan/Penyelenggara.

lzin ssbagaimana dimaksud dalam dikium KESATU berlaku selama memenubi
kotentyan dan dievaluasi sefiap tahun, apabila lerfadi pelanggaran lerhadap
ketentuan-keteniuan pelaksanaan penyelengaraan Kelompok Bermain (KB] tersebut,
maka izin penyalangaaraan Kelompak Bermain (KE) akan dicabut

Dengan bardzkunya Keoulusan ini, maka keputusan Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Majalenaka Momor 253 TAHUN 2014 tanggal 11 Juli 2014 dicabut dan
dinyatakan lidak bariaku

Kepulusan inl berigku sejak tanggal diletapkan dengan keteniuan apabila
dikemudian hari ferdapat kekaliruan dan alau kesalahen didalamnya akan diadakan
perbaikan aizu perubahan sebagaimana mestinga.

Ditatzpkan di Maiglangka

Pada Tanggal &t JonLar a0t
EFALA DINAS PENDIDIKAN




